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ABSTRAK

Konsekuensi dari revolusi Industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini adalah digitalisasi. Era dimana teknologi digital akan
berdampak pada hilangnya sebagian banyak jenis pekerjaan di dunia. Terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19,
banyak usaha-usaha yang akhirnya merugi bahkan mengakhiri kegiatan bisnisnya. Desa menjadi salah satu harapan
utama dari aktivitas ekonomi namun belum memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan dari ekonomi
desa. Kehadiran lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa merupakan sebuah harapan bagi masyarakat desa
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, desa-desa di Indonesia perlu
mengembangkan tata kelola BUMDes agar dapat terus bersaing berbagai jenis usahanya di era ekonomi digital. Penelitian
fokus pada mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola BUMDes yang
merespon era revolusi industri 4.0. Metode yang digunakan yaitu metode deduktif dengan pengumpulan data sekunder
dan analisis berupa sintesa dari literatur. Temuan dalam penelitian bahwa tata kelola BUMDes memiliki dimensi dari hulu
hingga ke hilir yang meliputi (1) dimensi kebijakan, perencanaan dan kelitbangan, (2) dimensi tata kelola SDM, (3) dimensi
tata kelola keuangan dan kesekretariatan, (4) dimensi tata kelola produksi, (5) dimensi tata kelola logistik dan
pergudangan, dan (6) dimensi tata kelola pemasaran dan penjualan.

Kata Kunci: BUMDes, Tata Kelola, Revolusi Industri, Ekonomi Digital

ABSTRACT

The consequence of the Industrial 4.0 revolution in Indonesia today is digitalization. The era where digital technology will
have an impact on the loss of many types of jobs in the world. Especially with the emergence of the Covid-19 pandemic,
many businesses ended up losing money and even ending their business activities. The village is one of the main
expectations of economic activity but has not had a significant influence on the development of the village economy. The
presence of the BUMDes institution in the village is a hope for the village community to improve the welfare of the village
community. To achieve this, villages in Indonesia need to develop BUMDes governance so that they can continue to
compete with various types of businesses in the era of the digital economy. The research focuses on exploring indicators
that need to be considered in implementing BUMDes governance that responds to the era of the industrial revolution
4.0. The method used is a deductive method with secondary data collection and analysis in the form of synthesis from
the literature. The findings in the study that BUMDes governance has dimensions from upstream to downstream which
include (1) policy, planning and R&D dimensions, (2) HR governance dimensions, (3) finance and secretarial governance
dimensions, (4) dimensions production governance, (5) logistics and warehousing governance dimensions, and (6)
marketing and sales governance dimensions.
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1.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 telah terbukti mengubah banyak aspek
kehidupan sosial ekonomi masyarakat di berbagai negara. Pada tahun 2016, diprediksi selama kurun waktu
lima tahun yang akan datang, diperkirakan terdapat sekitar 52,6 juta jenis pekerjaan yang akan hilang
akibat revolusi industri 4.0 (Nurhasan et al., 2020; Suwardana, 2018; Webb et al., 2016). Selain itu, tahun
2021, CNBC telah melaporkan bahwa banyaknya pasar modern yang lebih memilih menutup gerai tokonya
akibat tergantikannya preferensi masyarakat untuk belanja secara online sehingga banyak gerai tidak
mampu menanggung biaya operasional (CNBC, 2021). Permasalahan ini semakin sulit ketika di tahun 2020,
pemerintah memberlakukan pembatasan sosial melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun
2020 perihal pembatasan sosial skala besar merespon Covid-19 yang telah menjadi pandemik. Karena
keadaan itu, banyak orang yang memilih untuk melakukan kegiatannya hanya dari rumah bahkan terdapat
banyak yang memilih kembali ke desanya masing-masing.

Menimbang desa merupakan basis dari aktivitas ekonomi rumah tangga, maka pengelolaan kegiatan
di desa menjadi salah satu fokus utamanya. Seiring berkembangnya teknologi, maka desa-desa perlu
merespon revolusi industri 4.0 dalam penerapan kegiatan yang ada di dalamnya. Peran hulu yang
dimainkan oleh desa dalam rantai pasok makanan memberikan konsekuensi pada usaha-usaha pertanian
yang ada di desa khususnya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Banyaknya permasalahan desa
diakibatkan masih belum banyaknya kesempatan masyarakat desa dalam mengakses lapangan pekerjaan
yang merupakan fungsi linier dari banyaknya investasi yang masuk ke desa (Tarlani & Sirajuddin, 2020).
Peranan penting BUMDes dalam menunjang perekonomian yang ada di desa disampaikan melalui
kebijakan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun
2021 tentang BUMDes bahwa BUMDes memiliki peran strategis dalam menjawab tujuan dalam
peningkatan produktivitas desa melalui usaha ekonomi dan pengembangan ekosistem ekonomi digital
yang ada di desa. Selain itu, BUMDes memiliki tanggungjawab secara moral dalam melayani kebutuhan
bagi masyarakat desa agar senantiasa produktif, mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tergolong tidak mampu (Hailuddin, 2021; Kadek &
Redana, 2013).

Pada pelaksanaannya, diperlukan partisipasi yang kuat agar kegiatan pemberdayaan masyarakat
dapat meningkatkan daya saing desa di era digital. Dengan memanfaatkan partisipasi mayoritas warga
desa maka semakin besar tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa yang akan
berbanding lurus dengan dampak peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dan daerahnya (Anandhyta
& Kinseng, 2020; Charity, 2014; Elvina & Zebua, 2019). Dalam skala yang lebih besar, desa-desa dapat
melaksanakan bisnis bersama melalui BUMDesma untuk mendukung terwujudnya desa digital pada
kawasan perdesaan (Tarlani et al., 2023). Olah karena itu, model-model inovasi bisnis di desa perlu digali
agar dapat merespon perkembangan era digital sehingga terwujudnya stabilisasi serta tetap dapat adaptif
dan berkelanjutan terhadap perkembangan zaman.

Pada tahun 2023 tercatat dari 74.951 desa yang di Indonesia masih terdapat 4.334 desa dengan
kategori sangat tertinggal dan 6.722 desa diantaranya masuk pada status desa tertinggal (Kemendes,
2023). Dengan banyaknya desa yang masih tertinggal, ditambah adanya kemunculan pandemik Covid-19
memberikan dampak yang cukup berat tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada kondisi sosial dan
ekonomi masyarakat desa (CNN Indonesia, 2020). Hadirnya pandemik dan kebijakan pembatasan sosial
telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun
2020 yang hanya mencapai 2,97 persen per tahun, bahkan mengalami kontraksi sebesar -2,41 persen secara
kuartal (BPS, 2020; TNP2K, 2020). Hal tersebut akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal
tersebut juga meningkatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penurunan penyerapan tenaga
kerja.

BUMDes diharapkan mampu berperan dalam mempertahankan dan mempercepat pemulihan
ekonomi akibat pandemik serta mengurangi angka desa yang tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia.

423



Tarlani, Saraswati, Akliyyah, Rakhman, Dananjaya/ Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol. 19, No. 3, 2023, 422 — 434
DOI: 10.14710/pwk.v19i3.41081

Sebagai badan usaha yang dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat, perlu adanya penatakelolaan
BUMDes yang profesioanal sehingga keberadaan BUMDes dapat meningkatkan kesejahteraan secara
nyata bagi masyarakat dan meningkatkan level desa menjadi semakin mandiri. Selain itu, BUMDes
didorong untuk meningkatkan fungsi jejaring kerja dengan berbagai pihak mitra usaha.
Mempertimbangkan bahwa tata kelola BUMDes merupakan bahasan yang menentukan berhasil atau
tidaknya BUMDes dalam mengelola berbagai usaha-usaha di desa maka pada tujuan penelitian ini berfokus
pada upaya mengeksplorasi indikator-indikator yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan tata kelola
BUMDes yang dapat merespon era revolusi industry 4.0.

2. DATA DAN METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deduktif yaitu cara berfikir yang
memulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus (Lufri, 2009). Untuk mencapai
kesimpulan, peneliti membutuhkan sumber informasi dari berbagai data sekunder yang diperoleh atau
dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian
terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Imaroh, 2017). Data sintesa tata kelola BUMDes mayoritas diambil
dari buku indikator pengembangan BUMDes yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan
Kementrian Desa (Warsono et al., 2018), kemudian dilengkapi beberapa literatur lainnya yang fokus pada
penyiapan tata kelola sehingga dapat mempertimbangkan berbagai dinamisasi akibat adanya revolusi
industri 4.0.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya melengkapi tata kelola BUMDes dari penelitian-penelitian
sebelumnya. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini mengkaji secara lebih komprehensif meninjau
berbagai dimensi tata kelola BUMDes di Indonesia terutama yang dapat beradaptasi dengan
perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0.

Tabel 1. Perumusan Dimensi Tata Kelola BUMDes

Dimensi (Ermaya,  (Nursetiawan, (Gunawan, (Adawiyah, (Rahmayanti (Hidayat, = Penelitian
2016) 2018) 2011) 2018) etal., 2019) 2016) ini

Kebijakan, v v
perencanaan

dan

kelitbangan

Tata kelola v v v v v
SDM

Tata kelola v v v
keuangan

Tata kelola v v v
produksi

Tata kelola v
logistik dan

pergudang-

an

Tata kelola v v
penjualan

dan

pemasaran

Sumber: Hasil Analisis,2023
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya potensi yang ada di desa-desa di Indonesia perlu direspon positif oleh BUMDes agar dapat
ditingkatkan pengelolaanya sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Salah
satu indikator keberhasilan BUMDes dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan kepada desa
maupun kepada masyarakat desa dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
(Arindhawati & Utami, 2020). BUMDes yang dikelola dengan baik dan profesional, maka akan berdampak
positif pada perekonomian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan (Warsono et al., 2018), perkembangan BUMDes dapat dinilai dari beberapa indikator
yang kemudian secara makro diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi yaitu dimensi manajemen,
dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi lingkungan. Pada dimensi manajemen, terdapat beberapa
indikator diantaranya man (sumber daya manusia), methods, material, money, market, dan machine
(Warsono et al., 2018). Pada dimensi sosial, dinilai dari beberapa indikator yaitu kemiskinan, kesehatan,
pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan pada dimensi ekonomi, dinilai dari beberapa indikator
diantaranya kontribusi terhadap PADes, efisiensi, daya saing, nilai tambah dan laba, pertumbuhan, dan
stabilitas. Sedangkan dimensi lingkungan, dapat dinilai dari pencemaran lingkungan dan pelestarian
lingkungan (Juliman & Muslimin, 2019).

Memasuki era revolusi industri 4.0, maka diperlukan agar BUMDes dapat beradaptasi dan bersaing
merespon perkembangan jaman. Guna merespon hal tersebut, maka diperlukan dalam pengelolaannya
agar memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini.
Berbagai aspek Inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan antara lain inovasi produk, inovasi proses,
inovasi pemasaran, dan inovasi organisasi. Inovasi produk dapat ditinjau dari proses penyediaan layanan.
Inovasi proses dapat ditinjau dari penyesuaian metode produksi baru, proses pemasokan bahan baku,
proses penyimpanan, dan cara distribusi. Inovasi pemasaran dapat dilihat inovasi barunya dalam bentuk
metode promosi, cara penjualan, dan desain kemasan. Sedangkan Inovasi organisasi dapat ditinjau dari
cara-cara pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan
manajemen hubungan dengan pihak eksternal (Boer & During, 2001; Reguia, 2014; Ungerman & Dédkova,
2019).

BUMDes sebagai lokomotif ekonomi perdesaan, perlu diperkuat peranan kelembagaannya melalui
peningkatan kualitas tata kelola. Dari berbagai sumber literatur yang relevan, tata kelola BUMDes yang
dinilai profesional dan mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan jaman khususnya dapat
merespon revolusiindustri 4.0 baik dari kegiatan hulu hingga hilir proses bisnis yang dilakukan. Dalam Tabel
2 dijelaskan bahwa tata kelola BUMDes dinilai dari beberapa dimensi, kriteria dan indikator disertai dengan
sumber referensi dari setiap dimensinya.

3.1 Kebijakan, Perencanaan, dan Kelitbangan

BUMDes yang berhasil dan sukses sangat dipengaruhi oleh kesadaran pengurusnya untuk menyusun
bersama rencana kegiatan usaha-usaha yang akan dikelola oleh BUMDes. Rencana usaha yang akan
dilakukan perlu mempertimbangkan data-data faktual melalui riset pasar sederhana sehingga dapat
ditentukan produk barang dan jasa BUMDes yang dinyatakan layak dibisniskan (Sukasmanto, 2014; Warsono
et al., 2018). Dengan melibatkan stakeholder masyarakat desa dalam melakukan musyawarah desa tentang
penentuan bisnis usaha BUMDes maka hasil musyawarah menjadi acuan pihak desa dalam menerbitkan
peraturan desa berkaitan dengan BUMDes.

Pada kriteria kebijakan, indikator mengenai adanya legalitas dalam badan usaha berperan penting
menjadi alasan pendirian sebuah lembaga (Prodius & Dimova, 2019; Widiastuti et al., 2019). BUMDes
merupakan lembaga social enterprise yang kepemilikan sahamnya harus dikuasai desa minimal 51% dan
disahkan kelembagaannya melalui peraturan kepala desa (Sahrul & Mustari, 2019). Salah satu substansi
utama yang dilihat adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes (Sukasmanto,
2014; Warsono et al., 2018). Dalam merespon perkembangan zaman, tentunya sangat baik untuk
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menetapkan SOP-SOP dari pimpinan BUMDes agar arah gerak dari BUMDes tidak terpengaruh oleh dinamika
politik yang ada di desa.

Pada kriteria perencanaan, indikator mengenai kejelasan sumber modal (komposisi saham) dalam
BUMDes harus menjadi pertimbangan utama. Selain karena sudah diatur dalam undang-undang desa,
tingkat penanaman modal desa akan mempengaruhi gerak maju mundurnya BUMDes (Warsono et al., 2018).
Pada rapat musyawarah desa, pihak desa dapat menentukan besarnya modal berdasarkan dokumen
masterplan BUMDes yang sudah disepakati bersama (partisipasi masyarakat) dengan catatan bahwa
BUMDes memiliki dokumen analisis kelayakan usaha yang akan dikembangkan oleh BUMDes
(Andriushchenko et al., 2019; Prodius & Dimova, 2019; Sukasmanto, 2014; Warsono et al., 2018).

Pada kriteria kelitbangan, indikator pemanfaatan berbagai data untuk menentukan produk
unggulan dengan peluang keberhasilan tinggi menjadi salah satu tahapan penting. Belum banyak BUMDes
yang memanfaatkan potensi big data dari berbagai macam sumber (Andriushchenko et al., 2019; Prodius &
Dimova, 2019). Selain itu, indikator feedback dari konsumen menjadi prioritas utama pada era saat ini.
Dengan berkembangnya teknologi informasi, berbagai macam pelayanan pemesanan melalui platform e-
commerce akan melihat tingkat kepuasan pelanggannya sehingga konsumen akan cenderung mencari
resume/rating dari tingkat kepuasan konsumennya (Widiastuti et al., 2019).

3.2 Tatakelola SDM

Salah satu permasalahan utama penyebab belum berkembangnya banyak BUMDes di Indonesia
karena permasalahan tata kelola SDM. Berdasarkan penelitian (Adawiyah, 2018), modal sosial masyarakat
pedesaan belum banyak yang memiliki pendidikan yang cukup baik dan belum banyak yang mengikuti
pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan usaha. Selain itu, faktor daya tarik pindah ke kota mengakibatkan
pemuda yang seharusnya produktif di desa harus pergi ke luar desa. Beberapa faktor seperti citra sektor
pertanian perdesaan yang kurang bergengsi, jaminan penghasilan dan belum adanya insentif khusus bagi
para petani (Gunawan, 2011). Berdasarkan (McKinsey, 2020), perencanaan manajemen SDM dalam
membangun sebuah e-commerce sangat diperlukan. Terdapat keperluan untuk mebentuk 4 (empat) tim
dalam mengelola sebuah e-commerce atau e-business yaitu tim desain, tim operasional, tim produksi, dan
tim pemasaran. Tim desain memiliki tanggungjawab dalam mengkonsep dan mendesain toko online. Tim
operasional memiliki tanggung jawab dalam mengelola pergudangan. Tim produksi bertanggungjawab
dalam menganalisis berbagai macam produk yang telah tersedia. Sedangkan tim pemasaran memiliki
tanggung jawab dalam memasarkan produk dan mendistribusikannya. Keseluruhan tim tersebut nantinya
dapat saling terhubung dan menjalin kerjasama untuk mengorganisasikan sebuah usaha bisnis; (McKinsey,
2020; Sima et al., 2020).

Pada kriteria struktur organisasi, indikator kelengkapan kepengurusan BUMDes menjadi salah satu
bentuk tata kerja dalam organisasi. Munculnya tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan setiap
levelnya perlu jadi fokus utama dalam penyusunan struktur ini. Paling tidak terdapat direktur BUMDes,
sekretaris, bendahara dan ketua unit usaha yang dilengkapi dengan pengawas dan komisaris BUMDes (Ex-
officio Kepala Desa)(Sukasmanto, 2014).

Pada kriteria kualifikasi, indikator pendidikan pengelola BUMDes menjadi variabel yang berpengaruh
pada maju mundurnya BUMDes dengan minimum pendidikan pada jenjang SLTA/SMA. Banyak fenomena
ketika penduduk desa menempuh pendidikan tinggi maka peluang untuk kembali ke desa semakin kecil
dikarenakan hidup di kota dianggap lebih menjanjikan sehingga di desa hanya tersisa masyarakat yang rata-
rata tidak melanjutkan ke perguruan tinggi (Gunawan, 2011). Selain itu, keterampilan teknis (hardskill) juga
berperan penting namun kesempatan masyarakat desa untuk memperoleh berbagai bentuk pelatihan masih
minim dikarenakan dukungan dana yang tidak optimal.

Pada kriteria pengaturan, indikator mekanisme rekrutmen bagi para pengurus BUMDes menjadi salah
satu capaian. Mekanisme rekrutmen dilakukan secara fit & proper test untuk BUMDes-BUMDes yang sudah
pada kategori maju dan mandiri. Seleksi pengurus BUMDes dapat dilakukan dengan pembentukan kriteria
yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi dari BUMDes dan Kesejahteraan masyarakat desa. Selain
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itu, perlu adanya indikator yang mengatur mekanisme jam kerja para pengelola BUMDes dengan ketentuan
standar kerja yang disepakati serta adanya kejelasan kontrak kerja di BUMDes (Warsono et al., 2018).

3.3 Tata Kelola Keuangan dan Kesekretariatan

Dimensi tata kelola keuangan dan kesekretariatan pada Tabel 2 menjadi faktor pendukung yang
dapat mempengaruhi dimensi-dimensi lain. Banyak BUMDes yang masih menggunakan sistem manual dalam
pengelolaan kesekretariatannya sehingga dalam proses rekapitulasi, pelaporan dan pertanggungjawaban
berpotensi menemukan permasalahan dan cenderung lama dan kurang efisien. Perlunya pemanfaatan
sistem informasi agar akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes dapat terwujud secara efisien (Widiastuti
etal., 2019).

Pada kriteria kesekretariatan, indikator surat menyurat digital serta pengarsipan daftar hadir rapat
berperan strategis dalam mendukung keberjalanan setiap agenda rapat BUMDes (Andriushchenko et al.,
2019; Prodius & Dimova, 2019; Warsono et al., 2018). Selain itu, perlu juga dukungan berupa fasilitas
perlengkapan kantor yang memadai serta jaringan internet yang stabil untuk menunjang setiap pelayanan
yang ada di kantor BUMDes (Demchenko & Zoidze, 2019; Warsono et al., 2018).

Pada kriteria keuangan, pentingnya indikator adanya audit keuangan secara rutin untuk memastikan
penjaminan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan fairness sedangkan indikator pembayaran pajak
bergantung pada level dari BUMDes, Berdasarkan pasal 2 UU. No. 36 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan,
BUMDes dikategorikan dalam Wajib Pajak Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan subjektif (badan
usaha) dan objektif (saat menerima atau memperoleh PPh dan PPN) dengan catatan bahwa BUMDes harus
mengurus terlebih dahulu NPWP ke kantor pajak. Selanjutnya indikator penghasilan bersih setiap tahun
dianggap berperan penting dalam penentuan kategorisasi BUMDes. BUMDes dengan omset diatas 300 juta
dapat berpeluang menjadi BUMDes pada kategori maju. Selain itu, terdapat indikator berupa perlunya
aplikasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan BUMDes agar pelaporan dapat dilakukan secara
otomatis dan cepat (Warsono et al., 2018; Widiastuti et al., 2019). Guna mendukung kinerja sistem keuangan
BUMDes, perlu adanya stimulus berupa sistem insentif yang menunjang berbagai macam pelayanan
keuangan.

3.4 Tata Kelola Produksi

Dimensi tata Kelola produksi pada Tabel 2 memiliki peranan strategis dalam mewujudkan model
bisnis BUMDes mulai dari aktivitas di hulu (akses terhadap bahan baku) hingga produk hasil pengolahan
dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Permasalahan umum dari tata Kelola produksi BUMDes
diantaranya belum adanya kejelasan produk unggulan (ciri khas) desa dan keunggulan kompetitif yang
ditawarkan menjadi kekhasan produk BUMDes sedemikian rupa sehingga produk desa memiliki nilai langka,
tidak tersubtitusi dan tidak ada limitasi (Barney, 1991). Keunggulan kompetitif dari produk bisa sangat
dipengaruhi modal sosial, modal finansial dan modal manusia (De Massi et al., 2012). Selain itu, penggunaan
teknologi untuk membuat dan mengelola bahan-bahan baku masih minim ada di pedesaan.

Pada kriteria akses bahan baku, indikator tingkat kemudahan akses bahan baku menuju lokasi
produksi menjadi variabel yang menentukan tingkat keberhasilan produk BUMDes (Warsono et al., 2018).
Selain karena dapat menekan biaya logistik dan transportasi, akses bahan baku juga perlu dipastikan tingkat
kualitasnya agar produk akhirnya bisa memberikan kepuasan pada konsumen.

Sedangkan pada kriteria operasional, indikator status lahan usaha, fasilitas produksi, kapasitas
produksi serta ketersediaan kendaraan operasional merupakan bagian strategis agar semua proses produksi
dan distribusi bahan baku menjadi lebih terjangkau (Sukasmanto, 2014; Warsono et al., 2018). Selain dari
yang secara kasat mata terlihat, indikator strategi produksi berperan memastikan agar semua proses
berjalan dengan skenario yang diharapkan serta meningkatkan target produksi dari waktu ke waktu.

Pada kriteria kebutuhan konsumen, indikator survey kebutuhan masyarakat dan rencana
pengembangan usaha diharapkan mampu menjadi masukan utama dalam mengevaluasi produk /jasa dari
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pihak BUMDes (Widiastuti et al., 2019). Setiap produk BUMDes perlu diukur tingkat kepuasaan
pelanggannya serta berusaha membaca kebutuhan baru dari para konsumen.

3.5 Tata Kelola Logistik dan Pergudangan

Dimensi tata kelola logistik dan pergudangan pada Tabel 2 merupakan salah satu dimensi yang
menentukan tingkat efisiensi dari pembelian produk BUMDes dikarenakan akan bergantung pada besar
dankecil, berat dan ringan serta kuat atau lemah barang yang dijual. Perlunya tata kelola logistik agar harga
jual dari produk-produk BUMDes dapat ditekan hingga di bawah harga pasar sedangkan tata kelola
pergudangan untuk menjamin usia barang produksi sehingga dapat dimanfaatkan sebelum barangnya
rusak atau kadaluarsa. Pada dimensi ini, terdapat penekanan pada indikator proses pengadaan,
pengiriman dan pergudangan.

Pada kriteria proses pengadaan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan
pengadaan barang dan jasa seperti kapan saatnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui skema
tender, penunjukkan langsung maupun belanja langsung. Penekanan adanya SOP bukan hanya dalam hal
pengadaan, melainkan pada distribusi barang dan jasa serta pergudangan (Warsono et al., 2018; Widiastuti
etal., 2019).

Pada kriteria pengiriman, indikator pengaturan biaya pengiriman menjadi salah satu yang perlu
ditetapkan agar memberikan kepastian harga bagi konsumen/pembeli (Warsono et al., 2018). BUMDes
dapat memilih lewat Analisis dan perhitungan apakah lebih efisien mengelola secara mandiri atau bisa
dikerjasamakan dengan pihak ketiga pengelola jasa pengiriman barang. Dengan berkembangnya teknologi
e-commerce, kepastikan harga ongkos pengiriman menjadi pertimbangan utama para konsumen dalam
membeli produk. Selain itu, perlu adanya indikator yang mengatur SOP dalam pendistribusian barangnya
agar pengurus BUMDes dapat bergerak sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal dengan pihak
konsumen.

Pada kriteria pergudangan, indikator perlu adanya gudang menjadi salah satu indikator yang berarti
sudah berjalannya siklus produksi, bukan hanya mengandalkan system by order. BUMDes pada umumnya
memiliki toko khusus seperti model desamart, tokomart, BUMDesmart dan lain sebagainya untuk dijadikan
display setiap produk yang dibuat dan dikelola oleh BUMDes. Gudang memiliki fungsi vital terutama dalam
menyimpan produk yang dianggap memiliki usia cukup lama. Selain itu, agar fungsi gudang dapat bekerja
secara optimal, maka diperlukan indikator berupa SOP pergudangan untuk mengantisipasi SDM pegawai
BUMDes yang berubah-ubah sehingga SOP menjadi salah satu alat yang memandu setiap orang baru dalam
menjalankan kerja di BUMDes.

3.6 Tata Kelola Penjualan dan Pemasaran

Dimensi tata kelola penjualan dan pemasaran pada Tabel 2 merupakan hal yang wajib dimiliki
BUMDes. Munculnya berbagai perkembangan teknologi membuat banyak jenis usaha akhirnya tutup toko/
gulung tikar karena gagal menjual produknya ke konsumen. Menurut (Gunawan, 2011), manajemen
pemasaran perlu dilakukan secara bertahap salah satunya mengembangkan pemasaran dalam jangka
pendek dan jangka panjang. Terdapat 2 kriteria yang diperlukan dalam menunjang tata Kelola ini yaitu
kriteria penjualan dan pemasaran.

Pada kriteria penjualan, indikator identitas sebuah produk perlu menjadi prioritas. Identitas seperti
brand nama, tampilan kemasan serta atribut lainnya akan meningkatkan kepercayaan bagi konsumen,
bahkan dapat membuat konsumen berani membeli dengan harga yang relatif lebih tinggi (Sukasmanto,
2014). Identitas produk BUMDes perlu dilakukan sertifikasi di tingkat nasional bahkan internasional agar
produknya dapat diterima pasar secara lebih meluas. Dengan banyaknya intervensi dalam membuat produk
barang yang berkualitas, maka diperlukan menghitung analisis dalam penentuan harga dari setiap produk.
Selain itu, hadirnya pasar online (e-commerce), memberikan peluang yang lebih besar pada peningkatan
jumlah transaksi penjualan dari produk-produk BUMDes.
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Pada kriteria pemasaran, indikator adanya mitra-mitra yang dikerjasamakan untuk membeli produk
BUMDes akan mendukung cash-flow rutin dari BUMDes walaupun dengan margin yang lebih kecil namun
aspek kepastian omset menjadi lebih diprioritaskan. Selain itu, BUMDes perlu terus menerus meningkatkan
indikator jangkauan pasar dari produk BUMDes melalui penentuan segmentasi pasar dari setiap barang yang
diproduksi dan melalui media pengiklanan baik dalam surat kabar maupun melalui media digital (digital
marketing). Penerapan pemasaran produk melalui berbagai media pengiklanan (Google Ads, facebook Ads,
Instagram Ads, dan Tiktok Ads) maupun platform digital lain seperti iklan di youtube dan membayar
influencer memberikan peluang yang lebih besar untuk bisa meningkatkan penjualan (Ayuni et al., 2019;
Febriyantoro & Arisandi, 2018; Gumilang, 2019). Tidak berkembangnya sebuah usaha bukan karena produk
tersebut tidak baik melainkan banyak terjadi akibat kurang terinformasikannya keunggulan produk ke
konsumen yang lebih luas. Selain itu, untuk meningkatkan daya tarik konsumen baru, diperlukan indikator
upaya-upaya promosi agar dapat memperbesar kesempatan konsumen dapat mencoba produk yang sudah
dibuat oleh BUMDes.

Tabel 2. Indikator dan Kriteria Tata Kelola BUMDes

Sumber

(Prodius
&
Dimova,

2019)
\% \%

(Andriushch ~ (Demchenko
enko et al., & Zoidze,
2019) 2019)

Dimensi  Kriteria Indikator (Warsono  (Sukasmanto  (Widiastuti
etal., 2018) ,2014) etal., 2019)

Legalitas
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AD ART yang
masuk dalam Vv \Y \Y
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Sumber: Hasil Analisis, 2023
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Penilaian kinerja BUMDes yang dilakukan pada tulisan ini merupakan sebuah pendekatan yang tidak
sama dengan yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia. Tinjauan yang diakukan pada tulisan ini melihat indikator aktivitas dari hulu hingga hilir
dari kegiatan BUMDes. Seperti halnya proses manajemen dari Planning, Organizing, Actuating dan Controling
(Terry, 2013) . Selain itu, perspektif lain menyebutkan Planning, Organizing, Staffing, Leading, dan Controling
(Koontz et al., 1993). BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dalam keputusannya perlu melibatkan
masyarakat, membutuhkan sebuah indikator penilaian tata kelola sebagai pengontrol dalam menjalankan
setiap bisnis yang dijalankan. Dari indikator pada tulisan ini, setiap BUMDes perlu menyiapkan berbagai
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendorong ketercapaian dari setiap indikator pencapaian.

4. KESIMPULAN

Hadirnya BUMDes sebagai salah satu lokomotif perekonomian yang ada di desa perlu didukung
secara masif khususnya pada aspek tata kelolanya. Tuntutan perkembangan jaman mendorong dan
memaksa setiap entitas usaha/bisnis agar dapat memanfaatkan hadirnya teknologi informasi di era revolusi
industri 4.0. Oleh karena itu, penilaian tata kelola BUMDes melalui penyusunan dimensi, kriteria dan
indikator yang merespon revolusi industri 4.0 menjadi kajian strategis agar dapat membantu BUMDes-
BUMDes di Indonesia dalam melakukan diagnosa secara dini dari aktivitas kinerja yang telah dilakukan.
Diperlukannya kesadaran kolektif dari setiap komponen yang berpengaruh pada maju dan mundurnya
BUMDes agar tiap BUMDes mampu mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola BUMDesnya.

Dengan mengeksplorasi kriteria dan indikator pada dimensi (1) kebijakan, perencanaan dan
kelitbangan, (2) tata kelola SDM, (3) tata kelola keuangan dan kesekretariatan, (4) tata kelola produksi (5)
tata kelola logistik dan pergudangan, dan (6) tata kelola penjualan dan pemasaran maka tiap desa mampu
secara mudah menilai posisi BUMDesnya dan memandu langkah-langkah strategis kedepan yang perlu
diantisipasi. Dalam konteks yang lebih luas, secara jangka panjang diharapkan penelitian ini menjadi model
pengukuran tata kelola BUMDes-BUMDes di Indonesia oleh pemerintah pusat di bawah instruksi Kementrian
Desa, Kawasan Perdesaan, Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
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